
 

 

  

PERATURAN BUPATI BREBES 

NOMOR      45         TAHUN 2015 

 

TENTANG 

PEMANFATAN SISA LEBIH PEMBIAYAN ANGGARAN (SILPA) 

 DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2014 

PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 

MILIK PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN BREBES 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BREBES, 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 

Pemerintah Daerah, dan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang 

Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk 

Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional 

Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Brebes tentang 

Pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Dana 

Kapitasi Jaminan  Kesehatan Nasional Tahun 2014 Pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Di 

Kabupaten Brebes; 

   

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42); 

 



 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  

3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5063);  

5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679);  

  6. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);  

  7.  Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);  

  8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 

 

 



   9.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/ 

VIII/2010  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741); 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang 

Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan 

Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392); 

11.    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang 

Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 

12.    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang 

Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 

Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya 

Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 589); 

13.    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);   

 

MEMUTUSKAN : 

  

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN SISA LEBIH 

PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) DANA KAPITASI JAMINAN 

KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2014 PADA FASILITAS 

KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH 

DI KABUPATEN BREBES 

 

 

 

 

 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes. 

2. Bupati adalah Bupati Brebes. 

3.  Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN 

adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta 

memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan 

perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan 

yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar 

iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 

4. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya 

disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan 

pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik 

untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, 

dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. 

5. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang 

dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta 

yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah 

pelayanan kesehatan yang diberikan. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah 

selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD di lingkungan 

Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan 

/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 

keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan 

pada prinsip, efisiensi dan produktivitas. 

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola 

keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala 

SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 



9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 

adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi 

Bendahara Umum Daerah. 

10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 

RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 

yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program 

dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD. 

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 

pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya 

disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat 

pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas 

barang dan /atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD. 

13. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya 

disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan 

penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target 

kinerja dan anggaran BLUD. 

14. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan 

uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank 

umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan 

dan pembayaran pengeluaran BLUD. 

15. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang 

bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang 

terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis 

yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang 

berlaku pada BLUD yang bersangkutan 

 

   BAB II 

      MAKSUD DAN TUJUAN  

Pasal 2 

 

(1) Pengaturan penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

(SILPA)  dana  kapitasi  jaminan  kesehatan  nasional  bulan 

Januari s/d. April 2014 yang ada di Kas Daerah digunakan 

untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya 



operasional pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 

pertama milik pemerintah daerah melalui DPPA-SKPD Dinas 

Kesehatan Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2015. 

(2) Pengaturan penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

(SILPA) dana kapitasi jaminan kesehatan nasional bulan Mei 

s/d. Desember 2014 yang ada di Rekening Penerima Dana 

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama (Bendahara JKN pada FKTP) 

disetor ke rekening kas BLUD dan digunakan untuk dukungan 

biaya operasional pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 

pertama milik pemerintah daerah melalui Rencana Bisnis dan 

Anggaran (RBA) BLUD pada UPTD Puskesmas. 

(3) Dalam hal  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dana 

kapitasi jaminan kesehatan nasional tidak digunakan 

seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi 

tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya. 

        

              BAB III 

   PEMANFAATAN SISA LEBIH PEMBIAYAN ANGGARAN (SILPA) 

   DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 

 

Pasal 3 

(1) Sisa Lebih Pembiayan Anggaran (SILPA) dana kapitasi jaminan 

kesehatan nasional dimanfaatkan seluruhnya untuk: 

a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan 

b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. 

(2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tiap FKTP 

ditetapkan 60 % dari penerimaan dana kapitasi. 

(3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional 

pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b ditetapkan 40 % dari penerimaan dana kapitasi. 

 

 

 

 



 BAB IV 

JASA PELAYANAN KESEHATAN 

 

Pasal 4 

(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan 

kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 

dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan 

bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang 

melakukan pelayanan pada FKTP. 

(2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga 

kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud 

ayat (1) ditetapkan dengan menggunakan variabel:  

a. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan; 

b. Kehadiran; 

c. Kinerja; 

d. Status kepegawaian; 

e. Masa kerja. 

 

BAB V 

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN 

Pasal 5 

(1) Alokasi dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional 

pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (3) dimanfaatkan untuk: 

a. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan 

b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya. 

(2) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan 

melalui SKPD Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan 

ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis 

pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah 

daerah. 

(3) Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan 

sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b, meliputi: 

a. Upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitative lainnya; 



b. Kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan 

perorangan; 

c. Operasional untuk puskesmas keliling; 

d. Bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau 

e. Administrasi keuangan dan sistem informasi. 

(4) Penggunaan dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional 

pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. 

 

BAB VI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 6 

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini 

dilakukan oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes 

dan secara fungsional oeh Aparat Pengawas Instansi Pemerintah 

Kabupaten Brebes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Brebes. 

 

             Ditetapkan di Brebes 

             Pada tanggal 

             BUPATI BREBES, 

 

 

                    IDZA PRIYANTI 



 

 


